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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada bab sebelumnya 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa: 

1. Aspek keterbukaan (transparansi) diterapkan oleh pengurus lembaga 

kemasyarakatan, baik itu RT maupun RW di lingkungan RT 05 RW 04 

Wiguna Timur Surabaya. Transparansi dilakukan oleh pengurus secara sadar 

sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap warganya. Dengan 

diterapkannya transparansi akan menimbulkan rasa percaya warga terhadap 

pengurus dalam mengelola lembaga dan secara langsung dapat berdampak 

terhadap kelancaran operasional lembaga.Transparansi kegiatan operasional 

sebagian besar disampaikan melalui WA Grup yang berisikan pengurus RT 

dan RW beserta perwakilan warga dari masing-masing kartu keluarga. 

Penerapan komunikasi lewat satu pintu memang baik, namun kurang efektif. 

Dengan keterbatasan warga dalam mengakses Grup WA tersebut 

menyebabkan terbatasnya juga penyampaian informasi kepada warga yang 

tidak masuk sebagai anggota Grup WA.  

2. Aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) diterapkan oleh RT dan RW di 

lingkungan RT 05 RW 04 Wiguna Timur Surabaya dilakukan  dengan cara 

menyusun prosedur pelaksanaan tugas yang jelas dan pelaksanaan 

pengawasan internal oleh masing-masing pengurus. Upaya 

pertanggungjawaban pengurus RT juga didorong dengan bantuan warga diluar 

susunan pengurus. Keterlibatan warga sebagai pelaksana dalam penerapan 

kebijakan dapat membangun rasa saling peduli, tanggung jawab dan gotong 

royong di dalam diri tiap warganya dan dapat meminimalisir .  

3. Maksimalisasi sumber daya dilaksanakan oleh RT dan RW di lingkungan RT 

05 RW 04 Wiguna Timur Surabaya dengan cara memaksimalkan pengurus 

RT dan RW dalam mengatasi segala permasalahan di masyarakat. Dengan 

memaksimalkan kinerja pengurus dalam mengatasi permasalahan 
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kemasyarakatan dapat menumbuhkan tindakan kooperatif dari warganya dan 

meminimalisir konflik yang berkepanjangan antar warganya. 

4. Peran lembaga  mendorong partisipasi warga  terus diupayakan ada dan 

berkembang oleh warga serta pengurus RT dan RW di lingkungan RT 05 RW 

04 Wiguna Timur Surabaya dengan melakukan pendekatan kepada warga-

warga yang kurang berpartisipasi. Pendekatan yang kooperatif kepada 

komponen masyarakat dapat meningkatkan rasa saling peduli dan 

kebersamaan yang mewujudkan kelancaran operasional lembaga.   

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dan pengalaman selama proses penelitian, 

maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pengurus RW 

Selaku pemegang kekuasaan tertinggi di susunan lembaga kemasyarakatan 

di lingkungan RT 05 RW 04 Wiguna Timur Surabaya yang memiliki peran 

penuh untuk menyusun kebijakan, respon yang cepat dan tepat yang 

sebelumnya telah dilaksanakan harus dipertahankan dan terus dilakukan 

evaluasi untuk menciptakan perbaikan pada sistem tata kelolanya.  

2. Bagi Pengurus RT 

Sebagai seorang yang berperan penuh untuk menjaga kenyamanan hidup 

rukun bertetangga dan sebagai media yang menyambung kebutuhan warga 

RT 05 Wiguna Timur Surabaya harus bisa lebih memperhatikan kebutuhan 

sosial warga di lingkungannya, melakukan evaluasi rutin terkait 

pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh masing-masing pengurus  RT. 

3. Bagi Warga Masyarakat RT 05 RW 04 Wiguna Timur Surabaya 

Warga yang bertempat tinggal di wilayah RT 05 RW 04 Wiguna Timur 

Surabaya berhak mendapatkan pelayanan admisistrasidan pemenuhan 

kebutuhan sosial, akan tetapi dari hak yang dimiliki, warga juga memiliki 

kewajiban untuk taat dengan aturan yang sebelumnya telah disusun dan 

sepakati oleh komponen lembaga serta warga juga harus meningkatkan 
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partisipasinya dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun oleh RT 

maupun RW. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperkaya studi yang telah 

dilakukan dengan menggali lebih dalam mengenai setiap faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap penerapan good governance pada sektor pelayanan 

publik.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup subjektivitas dari peneliti, 

yang dapat mempengaruhi interpretasi makna yang disiratkan dalam wawancara 

dan meningkatkan risiko bias. Untuk mengatasi hal ini, penelitian menggunakan 

proses triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data dengan 

fakta dari berbagai informan dan penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi metode 

dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti 

wawancara mendalam dan observasi, untuk memperkuat validitas data yang 

diperoleh. 
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